
WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3988),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang PembentukanKota Prabumulih (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4113),
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286):
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

6.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem7.
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

8.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah9.
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503),
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
di ubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 5155),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor,4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor
310),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG

1.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.114.058.001.251
b. Dana Perimbangan Rp.703.663.484.409
Cc. Lain-!ain Pendapatan yang Sah Rp. 57.011.747.101

Jumlah Pendapatan Rp.874.733.232.761

Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai (Rp. 351.449.443.008)
2) Belanja Bunga (Rp. O)

3) Belanja Subsidi (Rp. O)

4) Belanja Hibah (Rp. 49.825.247.100)
5) Belanja Bantuan Sosial (Rp. 150.000.000)
6) Belanja Bagi Hasil (Rp. 0)

2.

7) Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Prov/Kab/Kota
dan Pemerintahan Desa (Rp. 22.116.803.484)

8) Belanja Tidak Terduga (Rp. 550.000.000)
(Rp. 424.091.493.592)

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai (Rp. 15.532.259.000)
2) Belanja Barang dan Jasa (Rp.312.414.185.144)
3) Belanja Modal (Rp.120.695.295.025)

(Rp.448.641.739.169)

Jumlah Belanja (Rp.872.733.232.761)
Surplus Rp. 2.000.000.000

Pembiayaan:
a. Penerimaan Rp. 1.000.000.000
b. Pengeluaran (Rp. 3.000.000.000)

Jumlah Pembiayaan Neto (Rp. 2.000.000.000)

3.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota
Prabumulih.
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Pasal 3

Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Ia Peraturan Walikota

Prabumulih.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Prabumulih.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 beserta rincian belanja Hibah

dan Bantuan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan

Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih,

pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PRABUMULIH,

H,RIDHO YANYA

Diundangkan di Prabumulih

pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KCTA PRABUMULIH,

4
H. M.KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR 1


